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ABSTRAK 

Negara Indonesia sebagai Negara Kesejahteraan harus selalu mengupayakan 

Hak-hak Warga Negara nya, diantaranya hak untuk memperoleh informasi 

sebagaimana diatur dalam Pasal 28 F Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 

Tahun 1945. Untuk menjamin hak tersebut maka dibentuklah Undang-undang No 14 

Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Dalam mengupayakan hak nya, 

dimungkinkan terjadi sengketa antara Pemohon Informasi dan Badan Publik sebagai 

Termohon. Penulisan Hukum ini akan membahas mengenai  penyelesaian sengketa 

informasi publik, secara khusus di Pengadilan Tata Usaha Negara. Metode penelitian 

ini adalah metode Yuridis Normatif yaitu penelitian terhadap perundang-undangan 

yang berkaitan serta melakukan wawancara dengan Hakim untuk menyempurnakan 

hasil penelitian. Hasil penelitian yang dilakukan, terkait dengan prosedur 

penyelesaian sengketa informasi publik, penyelesaian Sengketa Informasi Publik 

dapat ditempuh dengan mengajukan keberatan kepada atasan Pejabat Pengelola 

Informasi dan Dokumentasi, upaya penyelesaian oleh Komisi Informasi Publik, dan 

pengajuan gugatan  ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Pada pemeriksaan gugatan di 

Pengadilan Tata Usaha Negara terdapat beberapa ketentuan yang berbeda dari 

ketentuan Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara. Untuk memlilih ketentuan 

mana yang digunakan dalam menyelesaikan Sengketa Informasi Publik, maka 

digunakan asas lex specialis derogat legi generali, ketentuan hukum khusus 

mengesampingkan hukum umum.  
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